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2.1 Keadilan Restorative (Restorative Justice) 
Keadilan restorative atau restorative justice menurut (M. Nasir,2013:132) 
adalah penyelesaian tindak perkara dengan melibatkan pelaku, korban, atau 
keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan 
semula, dan bukan pembalasan. Didalam naskah Naskah Akademik RUU Sistem 
Peradilan Anak disebutkan peradilan pidana untuk anak dengan melakukan 
pendekatan restorative memiliki tujuan sebagai berikut : 
a) mengupayakan perdamaian antara korban dan anak; 
b) mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan; 
c) menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan; 
d) menanamkan rasa tanggung jawab anak; 
e) mewujudkan kesejahteraan anak; 
f) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 
g) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; 
h) meningkatkan ketrampilan hidup anak 
Adapun prinsip-prinsip mengenai keadilan restorative berkaitan dengan 
hubungan kejahatan anatara beberapa prinsip dasar dari restorative justice terkait 
hubungan kejahatan dengan pelaku, kejahatan dengan korban, kejahatan dengan 
masyarakat dan kejahatan dengan negara.  Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip 
mengenai keadilan restorative sebagai berikut: 
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1. Kejahatan dipandang sebagai tindakan sosial yang dianggap bukan 
dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum saja. 
2. Keadilan restorative dianggap sebagai sebuah teori yang berkaitan 
dengan peradilan pidana anak yang memiliki fokus terhadap 
pandangan bahwa kejahatan dipandang sebagai tindak kejahatan yang 
dilakukan sesorang kepada masyarakat, ataupun perorangan dari pada 
kejahatan dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku 
terhadap negara. 
3. Kejahatan telah dianggap dan dipandang sebagai perbuatan yang 
merugikan terhadap sesorang sehingga mengakibatkan kerusakan 
hubungan sosial. Permasalahan tersebut jelas berbeda dengan hukum 
pidana yang selama ini memandang kejahatan sebagai permasalahan 
yang merugikan negara dan harus diselesaikan antara pelaku tindak 
pidana terhadap negara, sehingga dalam pandangan hukum pidana 
menganggap bahwa hanya negaralah yang berhak untuk menjatuhkan 
sanksi terhadap pelaku tindak pidana. 
4. Dengan munculnya gagasan mengenai keadilan restorative 
merupakan sebuah kritikan terhadap penerapan sistem peradilan 
pidana yang dilakukan oleh negara dengan melakukan hukuman 
melalui pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana, dan kritik ini 
beranggapan bahwa proses penyelesaian perkara melalui pemenjaraan 
dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial yang 
ditimbulkan dari kejahatan tersebut. 
Menurut (Marlina, 2009:180) ciri-ciri dari beberapa program dan hasil dari 
keadilan restorativemeliputi berikut ini: 
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a. mediasi antara pelaku dengan korban 
b. mempertemukan pihak-pihak yang bersangkutan dan memiliki kepentingan. 
c. saling menunjang 
d. membantu korban 
e. memberikan ganti rugi terhadap korban atau menyembuhkan dari dampak 
kejahatan tersebut. 
f. pelayanan masyarakat merupakan pemulihan bagi korban yang memiliki 
kerugian dari dampak tindak pidana, pelaku juga memiliki kuwajiban untuk 
memulihkan keadaan dan pengadilan juga memiliki peran dalam menjaga 
ketertiban umum serta masyarakat memiliki peran untuk melanggengkan 
perdamaian yang adil. 
2.2 Konsep Diversi 
2.2.1 Pengertian Diversi 
Menurut pendapat dari Said Karim, Diversi merupakan proses pengalihan 
terhadap penyelesaian masalah atau perkara tindak pidana yang dilakukan oleh 
sesorang atau sekelompok orang, yang semula diselesaikan melalui peradilan 
pidana maka dialihkan ke proses penyelesaian perkara diluar pengadilan atau lebih 
gampangnya adalah proses penyelesaian perkara dari dari jalur hukum formal ke 
jalur non hukum. Berdasarkan atas kesepakatan antar pelaku tindak pidana dengan 
korban, dan/ataupun dengan keluaranya. Tujuan proses Diversi kepada anak adalah 
untuk menghindarkan proses penahanan terhadap anak dari stigma, justifikasi atau 
pelabelan dari masyarakat terhadap anak sebagai penjahat. Anak didorong harus 
bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat. Pada intinya yang dimaksud 
dengan Diversi adalah pengalihan penyelesaian suatu perkara dari proses peradilan 
pidana formal yang dialihkan melalui peradilan non formal untuk diselesaikan 
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secara kekeluargaan melalui masawarah untuk mencapai kesepakatan antar kedua 
belah pihak. 
Didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 tahun 2012 
sudah diatur mengenai Diversi yang mimiliki tujuan agar anak yang sedang 
berkonflik dengan hukum agar terhindar dari labelling atau setigmatisasi dari 
masyarakat maupun dari lingkungan sekitar yang diakibatkan oleh proses peradilan 
pidana yang dilakukan anak yang sedang berkonflik dengan hukum.Masalah 
tersebut telah sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang 
United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, 
(The Beijing Rules)(M. Nasir,2013:64). Konsep Diversi pertama kali ditemukan 
sebagai kosa kata pada laporan penelitian anak yang disampaikan oleh Presiden 
Komisi Pidana (President’s crime commissionis) Australia di Amerika Serikat pada 
tahun 1960. Awalnya konsep Diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai 
dengan berdirinya peradilan anak (children’s court) sebelum abad ke-19 yaitu 
Diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan 
peringatan (police cautioning), didalam prakteknya telah berjalan di Negara bagian 
Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada 
tahun 1963. 
Proses pelaksanaan Diversi dilatar belakangi dengan keinginan menghindari 
efek negative yang timbul dari perkembangan psikologis anak dengan 
keterlibatanya dengan sistem peradilan pidana. Implementasi Diversi oleh aparat 
penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut 
dengan istilah diskresi (Marlina,2009:2). Implementasi konsep Diversi merupakan 
sebuah wujud peradilan formal yang sudah ada dan diterapkan selama ini lebih 
memperhatikan terhadap usaha pemberian perlindungan terhadap anak berkaitan 
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dengan pemidanaan yang diterapkan untuk anak. Hal lain juga nampak 
perlindungan anak dengan menerapkan upaya Diversi wajib diupayakan pada 
setiap tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya suatu tindak 
pidana dengan melakukan pencegahan, kantor polisi, kejaksaan sampai pada tingak 
pemeriksaan perkara di pengadilan. Disemua tingkat peradilan mulai dari 
masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika 
dalam proses tersebut berhasil maka anak yang melakukan tindak pidana tidak 
perlu lagi perkaranya diselesaikan melalui peradilan umum. 
Prinsip utama dalam penerapan konsep proses Diversi adalah tindakan 
presuasif ataupun bisa dikatakan dengan penyelesaian secaara non penal atau 
dengan menyelesaikan suatu tindak pidana diluar dari peradilan formal,bersamaan 
dengan memberikan kesempatan bagi anakuntuk intropeksi terhadap kesalahan 
yang dia perbuat dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Diversi 
merupakan upaya pemberian keadilan kepada seorang anak yang sudah melakukan 
tindak pidana dan prosesnya telah terlanjur masuk proses hukum. Kedua, keadilan 
tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk 
memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment). Ada tiga 
jenis pelaksanaan program Diversi yaitu:  
a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu 
aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab 
pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan kepada 
persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima 
tanggung jawab atas perbuatanya dan tidak diharapkan adanya 
kesempatan kedua kalinya bagi pelaku oleh masyarakat. 
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b) Pelayanan sosial oleh masyarakat  terhadap pelaku (social servive 
orientation), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, 
memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan 
keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk 
memberiksn perbaikan pelayanan. 
c) Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or 
restorative justice orientation), yaitu  memberikan kesempatan 
terhadap pelaku untuk bertanggung jawab langsung kepada korban 
dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara 
pelaku dengan korban serta dengan masyarakat. Pelaksanaanya semua 
pihak yang tekait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai 
kesepakatan tindakan pelaku. 
2.2.2 Tujuan Diversi 
Didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 
2012 pada Pasal 6 (enam) sudah tertuang jelas mengenai syarat-syarat Diversi, 
adapun tujuan dari Diversi sesuai dengan Pasal 6 (enam) Undang-Undang Sistem 
Peradilan Pidana AnakNomor 11 tahun 2012 adalah sebagai berikut: 
Pasal 6 
Diversi bertujuan: 
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 
b.Menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan; 
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; 
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 
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e. menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. 
2.2.3 Syarat Diversi 
Adapun syarat dari Diversi telah tertuang Undang-Undang Sistem Peradilan 
Pidana AnakNomor 11 tahun 2012 pada Pasal  (delapan) dan dijelaskan pada Pasal 
9 telah dijelaskan seperti berikut ini: 
Pasal 8 
(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak orang 
tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional 
berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. 
(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat 
melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial , dan atau masyarakat. 
(3) Proses Diversi wajib memperhatikan: 
 a. Kepentingan korban; 
 b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; 
 c. Penghindaran stigma negatif; 
 d. Penghindaran pembalasan; 
 e. Keharmonisan masyarakat; dan 
 f. kapatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 
Pasal 9 




  a. kategori tindak pidana; 
  b. umur anak; 
  c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan 
  d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. 
(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga 
Anak korban serta kesediaan anak dan  keluarganya, kecuali untuk: 
a. tindak pidana yang berupa pelanggaran; 
b. tindak pidana ringan; 
c.tindak pidana tanpa korban; atau 
d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi 
setempat. 
2.2.4 Kewenagan Diversi 
Kewenangan Diversi merupakan sebuah Hak yang wajib diberikan oleh 
Negara terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan berbagai aturan 
yang sebagai mana telah tercantum didalam Pasal 7 ayat (1) dan (2)Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang 
menjelaskan sebagai berikut : 
Pasal 7 
Ayat:  (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak 
di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. 
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal 
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tindak pidana yang dilakukan: 
   a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 
 b. bukan pengulangan tindak pidana. 
2.2.5 Proses Diversi 
Selain dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, juga ada aturan mengenai aturan dari turunan Undang-
undang yang digunakan sebagai aturan turunan guna dijadikan aturan pelaksanaan 
Diversi dimasing-masing lembaga yang berkaitan dengan proses peradilan formal, 
aturan tersebut berupa: 
a. Pedoman Implementasi Diversi untuk Kepolisian 
  Pedoman ubtuk implementasi Diversi dijelaskan dalam prinsip Diversi yang 
ada didalam  konveksi hak-hak anak, adalah suatu  pengalihan bentuk 
penyelesaian perkara dari proses pidana formal ke penyelesaian alternatif dalam 
bentuk penyelesaian diluar peradilan non formal yang dianggap terbaik bagi 
kepentingan Anak, dengan disertai ataupun tidak dibarengi dengan peringatan 
formal maupun peringatan formal, dengan melakukan, musyawarah dengan 
melibatkan pelaku dan/atau keluarga pelaku, korban dan/atau keluarga korban, 
ataupun dalam bentuk-bentuk penyelesaian yang terbaik bagi anak yang sesuai 
dengan adat istiadat setempat. 
Penyidik disarankan untuk dapat mengupayakan semaksimal mungkin 
untuk mengembangkan prinsip-prinsip Diversi dalam model keadilan restorative 
untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku 
dengan membangun setruktur pola pikir masyarakat setempat, bahwa menerangkan 
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tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus dipandang  hanya sebatas kenakalan 
yang dilakukan oleh anak. Tindakan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak 
juga harus dianggap sebagai pelanggaran yang dilakukan anak yang dilanggar 
manusia dan hubungan antar manusia oleh karena itu muncul sebuah kewajiban 
yang harus dilakukano leh Aparat Penegak Hukum termasuk juga dengan 
masyarakat agar terus mencari sebuah solusi agar segala sesuatu akan menjadi 
lebih baik lagi dengan melibatkanya berbagai pihak dalam mengambil tugas dan 
keputusan untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk kepentingan semua pihak 
yang telah menjadi korban serta kepentingan untuk Anak yang melakukan suatu 
tindak pidana, (Momo, 2002:111-112). 
PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) peraturan tersebut diterbitkan 
berdasarkan pertimbangan, bahwa Diversi adalah sebuah  proses yang wajib 
dilakukan  pada proses penangan kasus anak dari tingkat penyidikan sampai tingkat 
pemeriksaan perkara ditingkat pengadilan dengan mengutamakan pendekatan 
restorative justice. Masalah ini adalah sebuah amanah UU No.11 Thn. 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karenanya, Mahkamah Agung(MA) 
sebagai lembaga tertinggi kehakiman maka Peraturan Mahkamah Agung dijadikan 
acuan dan pedoman dalam implementasi proses Diversi di tingkat pengadilan,. 
Pedoman proses Diversi ditingkat pengadilan yang berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung diawali dengan penunjukan Fasilisator Diversi oleh Ketua 
Pengadilan ke salah satu Hakim yang terdapat dalam Pasal (1) ayat (2) berikut ini : 
(1) fasilisator Diversi adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 
untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. 
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 Setelah itu, Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator Diversi diberikan 
kewenangan untuk menetapkan waktu mediasi Diversi antara korban dan Anak 
sebagai pelaku, disetartai dengan wali/atau orang tua korban, Pembimbing 
Kemasyarakatan dari BAPAS, Pekerja SosialProfessional, perwakilan masyarakat 
serta berbagai pihak yang diperlukan untuk hadir dalam proses Diversi. 
Selanjutnya waktu untuk mediasiatau musyawarah Diversi sudah di tentukan, maka 
musyawarah dapat dilakukan dengan berbagai macam tahapan. Mengenai tahapan-
tahapan tersebut telahdiaturdidalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 
2014 pada Pasal 5 telah diatur sebagai berikut : 
Pasal 5 
Tahapan Musyawarah Diversi 
Ayat: (1)Musyawarah Diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan perkenalan 
pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah 
Diversi serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh pihak yang 
hadir. 
(2)Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi 
(3)Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing 
Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan 
sosial Anak serta memberikan saran untuk memporoleh penyelesaian. 
(4) Fasilitator Diversi wajib meberikan kesempatan kepada : 
(a) Anak untuk didengar keterangan dakwaan. 
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(b) Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan 
dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang 
diharapkan. 
(c)Korban/Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan 
dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. 
(5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial 
Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. 
(6) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan 
masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk 
mendukung penyelesaian. 
(7) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan 
terpisah (Kaukus) dengan para pihak. 
(8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan 
Diversi. 
(9)Dalam menyusun kesepakatan Diversi, Fasilitator Diversi 
memperhatikan dengan mengarahkan agar kesepakatan tidak 
bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan  masyarakat setempat, 
kesusilaan; atau memeuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; 
atau memuat itikad tidak baik. 
Pelaksanaan proses Diversi jika sudah menemukan sebuah kesepakatan 
antar kedua belah pihak yang terkait sudah memiliki kesepakatan untuk damai, 
maka hasil dari kesepakatan tersebut dengan beberapa ketentuan, maka hasil 
kesepakatan Diversi, dapat berbentuk sebagai berikut: 
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 1. Perdamaian tanpa adanya tuntutan ganti kerugian; 
 2. Pengembalian anak kepada Orangtua/wali; 
 3. Keikut sertaan dalam pendidikan,  pelatihan ketrampilan dan 
pemenuhan hak-hak anak yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang diselenggrakan di Lembaga Penempatan 
Anak Sementara (LPAS). 
Setelah pelaksanaan Diversi sudah meemukan sebuah kesepakatan, 
dilanjutkan dengan Fasilitator  Diversi diwajibkan untuk membuat berita acara 
kesepakatan dalam pelaksanaan Diversi yang telah di tanda tangani oleh pihak 
pihak yang terkait kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan. SetelahKetua 
Pengadilan  menerbitkan surat penetapan kesepakatan Diversi. Maka setalah itu 
Fasilitator Diversi menerbitkan surat penetapan penghentian pemeriksaan perkara. 
Akan tetapi jika proses Diversi gagal dilakukan karena tidak mendapatkan 
kesepakatan atar pihak pihak yang bersangkutan, sehingga  perkara tersebut 
kemudian tetap ditindak lanjuti ke proses berikutnya. Hal ini tersebut telah sesuai 
dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 11 Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, sebagai berikut : 
Pasal 13 
Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal : 
a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau 
b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. 
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Kesepaktan musyawarah Diversi yang telah mencapai  mufakat yang sudah 
disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan dalam  pelaksaan Diversi, 
sebaiknya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi terciptanya kepentingan 
terbaik bagi Anak maupun korban. 
2.3 Konsep Anak 
2.3.1 Definisi Anak 
Anak bukan sebuah replika dan tiruan orang dewasa, anak memiliki hal 
berbeda dari orang dewasa. Karena anak memiliki ciri dan karakteristik tersendiri 
yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga perlu di berlakukan dengan berbeda 
dengan orang dewasa, untuk perhatikan hak anak, keberlangsungan hidupnya 
dimasa yang akan datang, dan juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan 
yang terbaik untuk anak (the best interest of child). Menurut Nicholas Mc Bala 
dalam buku yang berjudul Juvenile Justice mengatakan anak adalah priode  
diantara perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan, 
termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain (Nicholas M.C, 2002:4). 
Program dari perlindungan anak merupakan program pembangunan 
nasional. Melindungi anak berarti juga melakukan perlindungan terhadap bangsa, 
Hakikat dari pembanguan nasional adalah pembangunan Sumber Daya Manusia 
(SDM) Indonesia seutuh mungkin yang memiliki kualitas dan intergritas. Tidak 
peduli dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak adalah tindakan yang 
tidak memantapkan pembangunan nasional. Dampak dari tidak ada perlindungan 
anak maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang adapat mengancam 
keamanan negara, ketertiban umum, dan menganggu penegakan hukum, serta 
menganggu setabilitas nasional. Anak merupakan potensi Sumber Daya Manusia 
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untuk memepercepat kualitas pembangunan nasional sebab anak yang akan 
membawa perubahan untuk bangsa kelak nanti. Oleh karena itu perlu pembianaan 
dan pengembangan terhadap anak harus dimulai dari sejak sedini mungkin agar 
dapat berpartisipasi dalam pembangunan  bangsa dan negara  secara maksimal dan 
optimal. Hal ini menandakan bahwa perlindungan anak harus benar-benar di 
perhatikan dan diusahakan apabila bangsa ini akan mengupayakan pembangunan 
nasional dengan maksimal. 
Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah menjadi pedoman 
dalam implementasi peraturan yang berkaitan dengan anak, memiliki pengartian 
dan pendefinisian tentang anak berbeda-beda. Masalah tersebut diakibatkan dengan 
tujuan dan maksud yang berbeda-beda dalam pembentukan Undang-undang. 
Undang-undang tersebut sebetulnya juga dalam memberikan perlindungan 
terhadap anak, sehingga mengakibatkan mengenai  batasan dan konsep tentang 
anakpun juga berbeda berdasarkan kepentingan atas peraturan tersebut dibuat.  
Definisi terhadap pengertian anak belum ada kesamaan dan kesepakatan, 
bahkan cenderung terkesan bervariatif dan relative tergantung dari sudut mana kita 
memandangnya, oleh karenanya didalam rumusan masih sering dijumpainya 
definisi anak yang berbeda-beda. Berdasarkan sekian pengartian dan penafsiran 
serta definisi anak yang diatas berhubungan penelitian ini berkaitan dengan  peran 
Pekerja Sosial Profesional dalam pendampingan terhadap Anak Berhadapan 
Dengan Hukum (ABH) atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang merujuk ke 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 





2) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan 
hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi 
saksi tindak pidana. 
3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah 
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
4) Anak menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban 
adalah adalah anak yang belum bemur 18 (delapan belas) tahun, yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi  yang 
disebabkan oleh tindak pidana. 
5) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak 
Saksi adalah anak yang belum berumur18 (delapan belas) tahun yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di siding pangadilan tentang suatu perkara pidana yang 
didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. 
2.3.2 Kenakalan Anak (Juvenlle Dellnquency) 
Menurut (Marlina, 2009:39), istilah  dilinkuen berasal dari kata 
Delinquency, yang memiliki makna dengan kenakalan anak, dan kenakalan 
pemuda. Kata juvenile delinquency dekat kaitanya terhadap anak, namun kata 
delinquent act dimaknai sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma dasar 
yang ada di masyarakat. Tindakan tersebut jika dilanggar oleh seorang anak, 
sehingga dapat dikatakan sebagai delinquency. Kesimpulanya delinquency adalah 
tindakan yang mengarah pada pelanggaran pada aturan yang telah dibuat dan 
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disepakati oleh kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara 
saja. 
Berikutnya Kartini Kartono menjelasakan bahwa juvenile delinquency 
adalah perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak 
muda; yang dianggap sebagai gejala patologi sosial kepada anak-anak dan remaja 
disebabkan oleh suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang. Juvenile bersal dari 
bahasa latin juvenilis artinya anak-anak, anak muda, ciri dari karakteristik pada 
masa muda dan sifat-sifat khas pada priode  anak. Delinquent berasal dari baha 
latin delinquere yang artinya terabaikan, mangabaikan, yang kemudian diperluas 
artinya menjadi jahat, pelanggar aturan, dursila, pembrontak, kriminal,  peneror, 
durjana, pembuat ribut tidak dapat diperbaiki lagi, dan lain-lain (Kartini Kartono, 
1998:6). 
Lebih jelasnya lagi Romli Atmasmita menjelaskan istilah delinquency tidak 
identik dengan istilah kenakalan dan istilah juvenile tidak identik dengan istilah 
anak. Istilah juvenile delinquency lebih luas artinya dari pada istilah kenakalan atau 
istilah anak-anak. Oleh karenanya, Romli lebih cenderung memaknai kenakalan 
anak daripada memaknai dengan kejahatan anak-anak (Romli Atmasasmita, 
1983:17). 
Soedjono Dirdjosisworo juga menjelaskan bahwa kenakalan anak 
mencakup tiga pengertian, yaitu:(Soedjono Dirdjosisworo, 1983:150). 
a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana 
(kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa 




b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang 
menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok, 
dan sebagainya. 
c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, 
seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya yang jika 
dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat 
(Soedjono Dirdjosisworo, 1983:150). 
Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan yang dimaksud dengan 
Juvenile Delinquency merupakan sebuah perbuatan ataupun tindakan yang 
melanggar norma yang ada, baik norma sosial maupun norma hukum yang ada 
dimasyarakat yang dilanggar oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut lebih pantas 
jika disebut dengan kenakalan anak dibanding disebut dengan kejahatan anak tidak 
pantas dan kurang elegan jika seseorang anak yang melakukan tindak pidana 
dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadianya muncul secara menusiawi 
kaerena setiap manusia pasti akan mengalami sebuah masa kegoncangan atau 
kelabilan dalam usia menjelang dewasa. Jika hal ini dibiarkan tanpa pengawasan 
dan pembinaan  yang tepat dari orangtua atau dari orang yang lebih dewasa yang 
dipadukan dengan berbagai pihak, oleh karena itu, gejala kenakalan anak ini 
nantinya ditakutkan akan menjadi sebuah tindakan yang mengarah ke perbuatan 
kriminal. 
2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kenakalan Anak 
Ada beberapa teori tentang bagaimana dan apa saja yang menyangkut 
faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang pada anak, anatara lain 
sebagai berikut : 
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2.4.1 Pendekatan Biopsikosial 
  Dalam pendekatan biopsikosial ini, kenakalan anak dapat dipengaruhi oleh 
berbagai faktor sehingga faktor tersebut dapat mempengaruhi perilaku terhadap 
anak, adapun faktor faktor tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Rahmat H Kuryo menjelaskan faktor biologis yaitu kegagalan dari fungsi 
tubuhnya, sehingga menimbulkan masalah pada anak yang mengalaminya 
(Rahmat H Kuryo, 03 Jurnal). Selain itu, tingkah laku sosiopatik atau delinkuen 
pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan 
struktur jasmaniah seseorang, juga dapat ketidak sempurnaan faktor jasmaniah 
yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung melalui gen atau plasma 
membawa sifat dalam keturunan atau melalui kombinasi gen, dapat juga 
disebabkan karena tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan 
penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial. 
Melalui tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga 
membuahkan tingkah laku delinkuen. Melalui pewarisan kelemahan 
konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tertentu yang 
menimbulkan perilaku delinkuen dan sosipatik. 
b. Faktor psikologis yaitu gangguan berfikir, proses belajar yang keliru akan 
membuat masalah kepada anak. Adapun sebab-sebab tingkah laku delinkuen 
anaka-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya antara lain, faktor 
inteljensi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang 
kontrofersial. 
c. Faktor sosial yaitu status sosial ekonomi, disebabkan karena kualitas hidup 
tempat tinggal, misalkan disebabkan oleh pengaruh struktur sosial deviatif, 
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tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang 
keliru. Faktor-faktor tersebut yang sangat mempengaruhi bahkan sangat 
mendominasi struktur lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu di 
tengah masyarakat, setatus individu di tengah partisipan sosial (Kartini Kartono, 
1992:25-29). 
Demikian halnya yang terjadi pada tingkah laku anak yang anti  sosial, 
tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, namun ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang pada anak sebagai berikut ; 
a. Identitas 
Berdasarkan teori perkembangan yang dijelaskan oleh Erikson masa anak 
merupakan fase dimana sesorang memiliki rasa krisis terhadap identitas yang harus 
segera diatasi. Sehingga dalam proses ini tentunya akan mempengaruhi dari 
biologis seseorang, sehingga pada anak maka akan muncul perasaan yang tidak 
konsisten dalam kehidupanya. Sehingga pada masa ini seorang anak sangat mudah 
dipengaruhi  oleh lingkungan sosialnya. 
b. Kontrol diri 
Perilaku menyimpang juga bisa diibaratkan sebagai ketidak berhasilan 
untuk dalam mengembangkan kontrol dirinya yang cukup dalam hal tingkah laku. 
Beberapa anak kurang berhasil dalam mengembangkan kontrol diri yang esensial 
yang sudah dimiiki orang lain selama proses pertumbuhan. Hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Santrock (2002), menunjukkan bahwa ternyata kontrol diri juga 
mempunyai peranan penting dalam kenakalan anak. Pola asuh orang tua yang 
efektif dimasa kanak-kanak (peranan strategi yang konsisten, berpusat pada anak 
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dan tidak aversif) berhubungan dengan di capainya pengaturan diri oleh anak. 
Berikutnya, dengan dimilikinya ketrampilan tersebut sebagai identitas internal akan 
memiliki pengaruhkepada menurunya tingkat kenakalan pada anak. 
c. Harapan terhadap pendididikan dan Nilai-nilai di Sekolah 
Anak yang malakukan kenakalan seringkali memiliki harapan yang rendah 
terhadap pendidikan di Sekolah. Mereka merasa bahwa sekolah tidak begitu 
bermanfaat untuk kehidupanya sehingga bisasanya nilai-nilai mereka terhadap 
sekolah cenderung rendah dan mereka tidak memiliki motivasi untuk sekolah. 
d. Proses keluarga 
Faktor keluarga juga sangat memiliki peran dalam mempengaruhi terhadap 
muculnya terhadap kenakalan anak. Dengan kurangnya dukungan keluarga yang 
diberikan keluarga terhadap anak maka akan berdampak pada anak, sehingga anak 
akan merasa kurangnya mendapatkan rasa perhatian dan kasih sayang yang 
diberikan orang tua terhadap anak, sehingga kontrol dari keluarga yang diberikan 
oleh anak kurang maksimal maka, anak tersebut akan lebih cenderung ingin 
menyelesaikan permasalahan dengan teman-temanya tanpa melibatkanya peran 
orang tua, pada kondisi seperti ini dengan tanpanya pengawasan orang tua maka 
anak dapat dimungkinkan melakukan tindakan-tindakan diluar kendali orang tua 
dan keluarga. 
f. Pengaruh Teman Sebaya 
Pengaruh lingkungan sangat lah berpengaruh bagi tumbuh kembang anak 
karena tingkah laku manusia juga dapat dipengaruhi oleh imitasi terhadap 
lingkungan sosial. Sehingga dapat dimungkinkan juga jika seorang anak hidup 
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dilingkungan anti sosial maka anak tersebut bisa juga dari bagin tersebut. Karena 
lingkungan pertemanan sangatlah mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. 
h. Kualitas Lingkungan Tempat Tinggal 
Komunitas juga dapat berperan dalam munculnya kenakalan anak atau 
perilaku menyimpang anak. Masyarakat dengan tingkat kriminalitas tinggi 
memungkinkan anak mengamati berbagai model yang dilakukan aktivitas 
kriminal dan memperoleh hasil atau penghargaan atas aktivitas kriminal mereka. 
2.4.2 Pendekatan Psikopatologi 
Pendekatan psikopatologi ini berfokus pada upaya mendiskripsikan dan 
mengeksplorasi jalur perkembangan masalah. Banyak peniliti berusaha memahami 
kaitan antar pencetus awal timbulnya dari timbulnya suatu masalah, seperti faktor-
faktor resiko, dan pengalaman dimasa dini, serta dampaknya seperti kanakalan 
depresi. 
Dari beberapa faktor di atas, sangatlah jelas ada beberapa faktor yang bisa 
mempengaruhi anak melakukan perilaku menyimpang, yang bisa menimbulkan 
berbagai masalah pada anak itu sendiri, orang tua serta masyarakat sekitar. Anak-
anak yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, 
ataun  justru menyalahgunakan kontgrol diri tersebut dan suka menegakan standar 
tingkah laku sendiri, disamping tingkah laku sendiri, disamping meremehkan 
keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan pada umumnya disertai 
dengan unsure-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai 
suatu obyek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. 
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Bertingkah laku seenaknya tanpa mempertimbangkan apakah tingkah 
lakunya benar atau salah dan adapun motif yang mendorong mereka melakukan 
tindakan kejahatan dan kedursilaan itu antara lain ; 
a) Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan. 
b) Meningkatnya agresitivitas dan dorongan seksual. 
c) Salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi 
manja dan lemah mentalnya. 
d) Hasrat untuk berkkumpul dengan teman senasib dan sebaya, dan 
kesukaan untuk meniru-niru. 
e) Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal. 
f) Konflik batin sendiri, kemudian menggunakan mekanisme 
pelarian diri serta pembelaan diri yang irasional. 
Papalia (2004) menjelaskan dari dampak anak yang kurang mendapatkan 
pengawasan, penjagaan, pemberian bimbingan dan diperhatikan oleh keluarga 
maupun orang tuanya apa lagi mendapatkan perhatian dari seorang ibu maka anak 
akan lebih memiliki kecenderungan memiliki perilaku yang cenderung 
memberontak dan sering melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari norma 
yang adadimasyarakat.  
Faktor-faktor kenakalan anak menurut Kartono (1985) adalah: kurangnya 
kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya, kurangnya pengawasan 
dari orang tua,  atau kekurangan, pergaulan dengan teman yang tidak sebaya, peran 
dari perkembangan ilmu pengetahuan yang berdampak negatif bagi anak karena 
tidak mampu mengaplikasikanya dengan baik, kurangnya bimbingan kepribadian 
dari sekolah sehingga berdampak pada perilaku anak, pemahaman mengenai dasar-
38 
 
dasar agama yang kurang, tidak ada adanya media penyalur bakat dan hobinya 
sehingga hobinya tidak tersalurkan secara baik, kebebasan yang berlebihan tanpa 
adanya pengawasan dari keluarga maupun orang tua, serta adanya masalah yang 
dipendam. 
Selain berbagai faktor yang mempengaruhi kenalakalan anak diatas 
Kartono (1985), juga beranggapan mengenai  beberapa faktor lagi yang juga dapat 
menjadi faktor yang mempengaruhi kenakalan terhadap anak, antara lain ; 
a. Faktor guru : pendidikan yang dilakukan oleh guru merupakan salah 
satu aspek pokok penting dalam tugas mengajar. Kualitas guru juga 
akan menentukan dalam usaha dalam memberikan tugas pengajaran 
dan pembinaan terhadap anak didik karena seorang guru dalam proses 
ngajar mengajar mendapatkan tugas berat untuk membentuk karakter 
dan kepribadian anak didik. Oleh karena itu guru sebagai pendidik akan 
sangat mempengaruhi karakter siswa. 
b. Implementasi kedidisiplinan yang kaku tanpa memperhatikan masalah 
terhadap anak; penerapan disiplin yang kaku ini akan berdampak 
negatif pada anak karena anak sebagai subyek kedisiplinan tersebut 
akan cenderung mengalami pemberontakan yang muncul dari diri anak.  
c. Suasana sekolah yang buruk: suasana sekolah yang buruk juga akan 
berdampak negatif bagi anak karena kualitas belajar anak juga harus 
ditentukan oleh lingkungan yang mendukung dan ramah untuk anak. 
Jika tidak maka anak akan cenderung malas belajar sehingga anak akan 
sering membolos sekolah, malas belajar, anak meninggalkan sekolah 
(drop out) dan sebagainya. Suasana sekolah yang buruk bukan hanya 
secara fisik saja, tetapi juga dipandang dari berbagai sisi yang meliputi 
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sikap guru yang tidak baik terhadap siswa, secara mengajar guru yang 
tidak disenangi siswa, adanya musuh disekolah, atau sebagainya. 
Berdasarkan pendapat dari tokoh-tokoh diatas, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab kenakalan anak dapat dibagi menjadi  
menjadi beberapa bagian, adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Faktor internal individu dari anak tersebut yaitu dimana faktor tersebut 
muncul dari dalam diri individu anak itu sendiri, tanpa adanya pengaruh dari 
luar, seperti teman sebanyanya, lingkungan sekolahnya dan lingkungan 
sosialnya dan sebagainya. Yang dimaksud dengan faktor internal individu 
tersebut meliputi : identitas diri, kontrol diri, usia, jenis kelamin, stress serta 
adanya masalah yang dipendam. 
b. Faktor keluarga; keluarga merupakan lingkungan terkecil bagi anak, 
keluarga merupakan sebuah wadah untuk beraktivitas anak dengan anggota 
keluarganya untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Beberapa faktor yang 
mempengaruhi tingkah laku anak dari keluarga meliputi : dasar agama yang 
kurang, keluarga broken home, status ekonmi, kurangnya kasih sayang yang 
diberikan orang tua terhadap anak, kurangnya kontrol dan pengawasan yang 
dilakukan oleh orang tua, orang tua tidak menanamkan rasa tanggung jawab 
dan disiplin yang efektif terhadap anak, sikap pengekangan orang tua 
terhadap anak yang berlebihan. ibu dalam hal ini salah satu faktor yang 
paling mempengaruhi dikarenakan secara struktur tugas  seorang ibu 
didalam rumah tangga mempunyai tanggung jawab dalam mengasuh, 
mendidik anak, membimbing anak, oleh karena itu jika tugas dari seorang 
ibu tergantikan oleh orang lain  seorang ibu mengabaikan anaknya karena 
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disebabkan pekerjaan lain maupun faktor lain maka justru akan 
menimbulkan geseran  terhadap tatanan perananan yang ada di dalam rumah 
tangga. 
c. Faktor lingkungan sosial: faktor lingkungan sosial akan mempengaruhi 
karakter dan perilaku anak, karena anak lebih cenderung mudah melakukan 
proses peniruan terhadap orang dewasa sehingga jika dari lingkungan anak 
tidak layak untuk masa perkembangan anak justru malah akan menimbulkan 
dampak negatif bagi anak. Adapun faktor lingkungan meliputi tempat 
tinggal, pergaulan yang negatif / pengaruh teman sebaya, diperjualbelikan 
minuman keras dan narkoba secara bebas, faktor sosio kultural; pengaruh 
dari teman yang tidak sebaya, dan tidak adanya bimbingan kepribadian dari 
sekolah. 
Faktor yang paling memiliki pengaruh terhadap kenakalan anak maupun 
anak adalah faktor keluarga, lingkungan pergaulanya  serta teman karena anak 
yang ada didalam keluarga kurang mendapatkan perhatian serta pendidikan dari 
orang tuanya malah justru anak akan mencari perhatian kepada lingkungan sekitar 
diluar rumah, sehingga orang tua akan sulit mengontrol terhadap kondisi anak.  
2.5 Pentingnya Diversi Terhadap Anak 
Pentingnya Diversi terhadap anak adalah jika anak tersebut diduga telah 
melakukan tindakan melanggar hukum ataupun tindakan kriminal, sistem peradilan 
formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana 
tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar bagi psikologis, mentalitas anak 
dan tentunya juga dapat mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak. Proses 
hukuman yang diberikan kepada anak didalam penjara ternyata tidak berhasil 
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menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses 
tumbuh kembangnya. Penjara justru kebalikanya yang akan terjadi kepada anak, 
karena seringkali semakin membuat anak lebih professional dalam melakukan 
tindak kejahatan. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh 
proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para 
ahli hukum, dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan 
mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum ataupun 
tindak pidana kriminal. Oleh karena itu negara harus hadir ditengah-tengah anak-
anak yang berhadapan dengan hukum untuk meberikan perlindungan dan jaminan 
terhadap anak-anak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum. Perlindungan 
anak dapat dilakukan dari berbagai segi, mulai dari pencegahan, pembinaan pada 
keluarga, kontrol sosial dimasyarakat terhadap pergaulan anak dan penaganan yang 
tepat melalui peraturan-peraturan yang pro terhadap anak yang dibuat oleh suatu 
negara. 
Anak berbeda dengan orang dewasa maupun oleh orang tua, karena anak 
mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga harus dilakukan secara berbeda 
(istimewa) dari orang dewasa, memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya 
kelak dimasa yang akan datang, dan juga harus memberikan jaminan yang terbaik 
untuk anak. Oleh karena itu, dalam pasal 59 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan khusus terhadap anak 
yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 
Menurut Retnowulan Sutianto (Hakim Agung Purnabakti), perlindungan 
anak merupakan suatu bidang pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah 
melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat 
pemabangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya yang berbudi 
42 
 
luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan 
pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan 
berbagai permasalahan sosial yang dapat menganggu penegakan hukum, anak 
secara hukum belum di bebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama 
seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak di tuntut pertanggung 
jawabanya, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya 
dilindungi oleh hukum. Anak diduga keras telah melakukan tindak pidana diproses 
melalui Undng-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak yang ditangani oleh penyidik kusus menangani perkara anak. Peradilan Anak 
yang ditangani oleh penyidik khusus menagani perkara anak, jaksa juga khusus 
jaksa yang menagani perkara anak, dan Hakim juga khusus Hakim yang 
menangani perkara anak, dan peran aktif penegak hukum ini sangat diperlukan 
sekali dalam menyelesaikan perkara anak agar tidak terjadi pelanggaran yang 
merampas hak-hak anak(Mulyana, 1986:03). 
2.6 Kewenangan Pekerja Sosial Dalam Diversi 
Peran Pekerja Sosial Profesional dalam memberikan perlindungan dan 
Advokasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dalam melaksanakan 
tugasnya Pekerja Sosial memiliki tugas yang sebagai mana telah diatur dalam Pasal 
34 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Pidana Anak, 
disebutkan tugas Pekerja Sosial adalah:  
‘’Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, bertugas 
membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan 




Sedangkan dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
tugas dari Pekerja Sosial Profesional adalah: 
1. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan 
melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak. 
2. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial; 
3. Menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan 
meciptakan suasana kondusif; 
4. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak; 
5. Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing Kemasyarakatan 
mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang 
berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan; 
6. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan 
rehabilitasi sosial Anak; 
7. Mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah,  
atau lembaga masyarakat; dan 
8. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali 
Anak dilingkungan sosialnya. 
Didalam melaksanakan tugasnya seperti yang telah diatur dalam Pasal 34 
ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan Pidana Anak Pekerja 
Sosial harus berkordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai 
Kemasyarakatan, sedangkan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tugas dari Pekerja Sosial juga 
dilibatkan dalam proses Diversi, hal ini berarti bahwa ada perbedaan dari Undang-
undang No. 3 Tahun 1997 kerena didalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 
Pekerja Sosial juga dilibatkan dalam proses Diversi, hal ini berarti Pekerja Sosial 
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dilibatkan sejak awal penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), 
berbeda dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang mengatur tugas dari 
Pekerja Sosial hanya membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang 
diserahkan kepada Departemen Sosial. 
Sedangkan menurt Edi Suharto yang mengacu pada Parcons, Jorgensen dan 
Hernandez (1994), (Edi Suharto, 2005;98) didalam memberikan pelayanan 
Rehabilitasi Sosial tugas dari Pekerja Sosial Profesional adalah sebagai berikut : 
a.  Pendidik, yaitu memiliki peran untuk memberikan ilmu pengetahuan dan 
pemahaman terhadap klien melalui bimbingan-bimbingan yang bertujuan 
untuk meberikan upaya preventif, sebagai pencegahan, penyembuhan sebagai 
upaya kuratif, penguatan dan pengembangan, sehingga klien memiliki 
kemampuan untuk menghadapi permasalahan dirinya untuk kembali keproses 
keberfungsian sosialnya secara baik. 
b. Konselor, yaitu memiliki fungsi untuk membatu klien memperbaiki 
keberfungsian sosialnya, yaitu situasi dimana klien dapat memenuhi kebutuhan 
dan dapat mengatasi masalahnya. 
c.  Motivator, yaitu memiliki fungsi mendorong, mengajak dan mempengaruhi 
klien untuk melakukan upaya pemecahan masalah yang sedang dihadapinya. 
d.  Fasilitator, yaitu berfungsi sebagai penyedia kemudahan bagi klien untuk 
mengenali, menyadari, merumuskan dan menentukan alternative pemecahan 
masalah klien selama proses rehabilitasi. 
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e.  Broker/Penghubung, yaitu memiliki fungsi untuk menghubungkan klien untuk 
memecahkan masalah yang sedang dihadapinya ke sistem sumber yang tidak 
terjangkau. 
f.  Advocat yaitu memiliki fungsi untuk membantu klien dan memastikan klien, 
untuk diberikan hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan, sumber daya, 
perlindungan dan pendampingan dalam kasus pelanggaran hukum yang 
dilakukan oleh klien serta mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengubah 
atau membuat kebijakan yang berpihak kepada klien. 
g.    Manajer Kasus yaitu memiliki fungsi untuk memfasilitasi klien, untuk dapat 
memanfaatkan pelayanaan yang disediakan oleh oleh lembaga lain, untuk 
mencapai kelangsungan pelayanan terhadap klien dan keluarga melalui proses 
menghubugkan dengan klien dengan pelayanan yang sesuai. 
h.       Administrator yaitu memiliki peranan untuk melaksanakan kegiatan pendukung 
untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan, pelayanan dan program lembaga bagi 
klien. 
i.    Enabler yaitu memiliki fungsi  membantu klien untuk menemukan kekuatan-
kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh klien untuk mengatasi permasalahan 
yang dihadapi oleh klien. 
j.    Perencana yaitu memilik fungsi untuk menetapkan perencanaan penanganan 
masalah yang akan diterapkan kepada klien yang proses memungkinkan 
melibatkan klien berdasarkan hasil pengumpulan data, informasi dan fakta-fakta 
yang ditujukkan untuk pencapaian proses penyembuhan klien. 
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k. Liasion yaitu memiliki funsi untuk menghubungkan klien dengan lembaga
pelayanan dan sebaliknya, yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh
klien.
i. Mediator yaitu memiliki fungsi untuk menagani konflik yang terjadi antara
sesama klien dan atau dengan system sumber agar tercipta situasi yang nyaman
dalam kebersamaan klien.
2.7 Hak-Hak  Anak 
Anak adalah sebagai tongkat estafet dalam keberlangsungan suatu bangsa. 
Perlindungan dan kesejahteraan anak akan menjadi topik aktual yang terasa 
penting, karena erat kaitannya dengan bagaimana membekali anak sebagai calon 
generasi penerus bangsa dan negara yang berpotensional. Kondisi ini 
memunculkan perlunya melindungi anak yang diatur dalam undang-undang 
perlindungan anak.Dengan undang-undang perlindungan anak maka diharapkan 
tujuan perlindungan anak dapat diwujudkan. Tujuan perlindungan anak adalah 
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi, demi 
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. 
Terdapat beberapa hak-hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum, 
yang bersumber dari pengaturan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. 
Hak-hak anak yang dapat diinventarisir antara lain sebagai berikut ; 
1. Hak anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun untuk diserahkan
kembali kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya untuk dibina. Jika
tidak dapat dibina lagi oleh orang tuanya maka diserahkan kepada Departemen
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Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. 
(Pasal 5 ayat (2) dan (3)). 
2. Hak untuk tetap diajukan ke siadang anak, meskipun melakukan tindak pidana 
bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota ABRI (Pasal 7). 
3. Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup, kecuali dalam hal tertentu dan 
dipandang perlu dapat dilakukan dalam sidang terbuka  (Pasal 8 ayat (1) dan 
(2)). 
4. Hak untuk disingkat namanya, nama orang tua, wali, atau orang tua 
pengasuhnya, jika dilakukan pemberitaan proses perkara sejak penyidikan 
sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan (Pasal 8 ayat (5)). 
5. Hak untuk diperiksa oleh penyidik dalam suasana kekeluargaan, misalnya 
penyidik tidak memakai pakaian dinas dan pendekatan yang simpatik (Pasal 
42 ayat (1)). 
6. Hak untuk dirahasiakan selama proses penyidikan (Pasal 42 ayat (3)). 
7. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa 
(Pasal 45 ayat (3)). 
8. Hak untuk tetap dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak selama 
ditahan (Pasal 45 ayat (4)). 
9. Hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum 
sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu dan pada setiap 
pemeriksaan (Pasal 51 ayat (1)). 
10. Hak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa 
didengar oleh pejabat yang berwenang, apabila diangkap atau ditahan (pasal 
51 ayat (3)). 
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Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, pada pokoknya diatur dalam 
UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 
tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Pengertian hak anak 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah bagian  darihak asasi manusia yang 
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah dan negara. 
Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai 
dengan Pasal 18 UU Perlindungan Anak, sebagai berikut : 
1. Setiap anak berhak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status 
kewarganergaran; 
3. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir sesuai dengan 
tingkat kecerdasan dan dalam bimbingan orang tuanya; 
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh 
orang tuanya sendiri, atau oleh orang lain bila orang tuanya tidak dapat 
menjamin tumbuh kembang anak; 
5. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan 
kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial; 
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan 
minat dan bakatnya; 
7. Bagi anak cacar berhak pendidikan luar biasa, dan bagi anak yang memiliki 
keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus; 
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8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 
mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 
usianya sesuai demi pengembangan dirinya sesuai dengan nila-nilai 
kesusilaan dan kepatutan; 
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 
bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai 
dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya; 
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan 
sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; 
11. Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain, berhak 
mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, 
penalantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah 
lainnya; 
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada 
alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu 
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 
terakhir; 
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalah gunaan 
dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata pelibatan dalam 
peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan; 
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 
penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi; 
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; 
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16. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila 
sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya 
terakhir; 
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk, mendapatkan 
perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa; 
memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap 
tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh 
keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam 
sidang tertutup untuk umum; 
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau 
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; 
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.( UU No. 23 Tahun 2002 
tentang  Perlindungan Anak). 
Perlindungan terhadap anak sebagai mana disebutkan dalam Pasal 20 
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan 
bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 
Perlindungan Anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. 
Pasal 28 B ayat(2) Undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap anak 
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyaknya peraturan-peraturan 
yang mengatur tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan jaminan 
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
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Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 
tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokan dalam 
4 (empat) kategori hak-hak anak.Hak-hak anak dalam Konvensi hak-hak Anak, 
sebagaimana dikemukakan oleh Dolly Singh, sebagai berikut Wahyudi (2014:22). 
a. Hak terhadap kelangsungan hidup (The Right to Survival) 
Hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk 
melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar 
kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. 
Hak-hak anak dalam Konvensihak Anak 1989 antara lain tentang : 
1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak 
dilahirkan; 
2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap 
tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya; 
3) Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah 
perlakuan (abuse); 
4) Hak anak-anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, 
pendidikan dan latihan khusus; 
5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai , dan tanggung 
jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya. 
6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar 
pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib; 
7) Hak anak atas perlindungan dari penyalah gunaan obat bius dan narkotika; 
8) Hak anak atas perlindungan ekspolitasi dan penganiayan sesksual, termasuk 
prostutisi dan keterlibatan dalam pornografi; 
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9) Kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, 
penyelundupan, dan penculikan anak. 
b. Hak untuk tumbuh kembang (The Right to Develop) 
Hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk 
pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang 
layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Beberapa 
hak-hak untuk tumbuh kembang, seperti : 
1) Hak untuk memperoleh informasi; 
2) Hak memperoleh pendidikan; 
3) Hak bermain dan rekreasi; 
4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya; 
5) Hak untuk kebebasan berpikir, dan beragama; 
6) Hak untuk pengembangan kepribadian; 
7) Hak untuk memperoleh identitas; 
8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik; 
9) Hak untuk didengar pendapatnya ; 
10) Hak untuk atas keluarga; 
c. Hak terhadap perlindungan (The Right to Protection) 
Hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari 
diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak 
mempunyai keluarga bagi anak pengungsi. Hak tersebut antara lain : 
1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu : 
Non diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan 
kewarganegaraan, hak anak penyandang cacat. 
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2) Larangan eksplotasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarga dan 
larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman dan penahanan yang kejam. 
3) Kondisi kritis dan keadaan anak yaitu : 
Mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga; perlindungan anak 
pengunsian; kondisi konflik bersenjata dan perawatan rehabilitasi. 
d. Hak untuk berpartisipasi (The Right to Participation) 
Hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala 
hal yang mempengaruhi anak, hak tersebut antara lain : 
1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya; 
2) Hak anak mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi; 
3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung; 
4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari 
informasi yang tidak sehat; 
5) Hak anak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak-hak Anak. 
2.8 Kajian Penelitian Terdahulu 
Kajian penelitian terdahulu digunakan sebagai informasi pendukung dimana 
sebuah penelitian memerlukan sebuah penelaahan kepustakaan yang termasuk 
didalamnya adalah tinjauan terdahulu sebagai alat mengukurperbedaan serta 
persamaan dalam penelitian. Kajian penelitian terdahulu merupakan acuan atau 
sebuah landasan dalam menjawab permasalahan dalam sebuah penelitian. Kajian 
penelitian terdahulu dapat diambil dari berbagai penelitian yang berhubungan 
dengan sistem peradilan anak, dan peran Pekerja Sosial dalam Diversi meski 




Penelitian yang dilakukan oleh Raju Tanzil Aprizan, Fachry Bey dan Sri 
Laksmi Anindita, Program Kekhususan Praktisi Hukum Fakultas Hukum, 
Universitas Indonesia Depok pada tahun 2012 dengan judul Peran Pekerja Sosial 
Dalam Rehabilitasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut UU No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Study Kasus Hasil CaseWork 
Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1396/PID/B/2012/PN.JKT.TIM). Peneliti 
tersebut lebih fokus terhadap peran Pekerja Sosial dalam pasca putusan  terhadap 
anak berhadapan dengan hukum. Dalam penelitian ini Pekerja Sosial harus bisa 
memerankan berbagai peran yang dibutuhkan demi kelancaran proses pemberian 
bantuan dan Pekerja Sosial harus mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi 
dan kondisi yang ada. Berkaitan dengan peran penulis Raju Tanzil Aprizan, Fachry 
Bey dan Sri Laksmi Anindita, menyimpulkan beberapa peran Pekerja Sosial 
Profesional adalah, pemercepat perubahan (Enabler), Perantara (Broker), Pendidik 
(Educator), Tenaga Ahli (Expert), Administrator, perencana,liasion, mediator 
Perencana Sosial (Social Planner), advokat (Advocate),Konselor,Motivator, 
Fasilitator,Manajer Kasus dan aktivis (activist). 
Persamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang 
peran Pekerja Sosial. Akan tetapi terdapat sebuah perbedaan dimana penelitian 
yang Raju Tanzil Aprizan, Fachry Bey dan Sri Laksmi Anindita lakukan adalah 
peran Pekerja Sosial dalam pasca putusan pengadilan atau pada saan anak 
berhadapan dengan hukum menjalankan rehabilitasi. Sehingga penelitian tersebut 
lebih fokus terhadap peran pekerja pasca putusan hukum yang sudah diputuskan 
oleh Pengadilan. Memberikan pendampingan dan pelayanan pendidikan  dan 
pelatihan ketrampilan dalam rangka mendukung proses rehabilitasi anak 
berhadapan dengan hukum. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Marsono, Jurusan Ilmu Kesejahteraan 
Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suanan Kalijaga Yogyakarta pada 
tahun 2015 dengan judul Peran Pekerja Sosial Dalam Perlidungan dan Rehabilitasi 
Sosial Anak Berbasis Masyarakat (studi Kasus di ‘’Sanggar Pengayoman’’ Klaten) 
dalam penelitian tersebut peneliti fokus terhadap peran Pekerja Sosial terhadap 
penanganan anak yang bermaslah dilembaga ‘’sanggar pengayoman’’ dan adapun 
persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama 
meneliti peran Pekerja Sosial namun hal yang membedeakan penelitian antara 
penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penulis lebih terfokus terhadap peran 
Pekerja Sosial dalam proses Diversi. 
Dalam hasil penelitian yang sudah dilakukan Marsono ada beberapa peran 
yang sudah dilakukan Pekerja Sosial dilembaga Sanggar Pengayoman adapun 
peran yang sudah dilakukan oleh Pekerja Sosial terhadap klien ABH yang ada di 
Sanggar Pengayoman Pekerja Sosial sebagai penengah suatu masalah yang 
dihadapi leh anak. Peran broker dengan menghubungkan anak binaan ke orang-
orang atau lembaga-lembaga lain sesuai dengan kebutuhan anak. Peran pendidik 
atau pembimbing, dengan memberikan bimbingan etika maupun mental didalam 
program FDS dan CDS. Peran motivator, dengan memberikan semangat kepada 
anak binaan. Peran fasilitator, dengan membantu atau memfasilitasi untuk 
perubahan anak binaan menjadi lebih baik. Peran pembela, dengan membantu anak 
binaan untuk mendapatkan hak-haknya. Dan yang terakhir adalah peran evaluator, 
dengan memberikan penilaian terhadap hasil yang dicapai selama setahun untuk 





Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 
Sasaran 
Telaah 
Penelitian yang dilakukan 
Penulis Raju Tanzil Aprizan, Fachry 








Praktisi Hukum Fakultas 
Hukum, Universitas 
Indonesia Depok. 
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi 




Untuk mengetahui Peran 
Pekerja Sosial Dalam 
Rehabilitasi Sosial Anak 
yang Berhadapan Dengan 
Hukuk menurut UU Tahun 
2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak ? 
Bagaimana Peran Pekerja Sosial 
PRSABHBM ‘’Sanggar 
Pengayoman’’ untuk mengurangi 
terjadinya ABH ? 
Hasil 
Temuan 
Beberapa peran Pekerja 




(Educator), Tenaga Ahli 
(Expert), Administrator, 
perencana,liasion, mediator 




Kasus dan aktivis (activist). 
 
Adapun peran yang sudah 
dilakukan oleh Pekerja Sosial 
terhadap klien ABH yang ada di 
Sanggar Pengayoman Pekerja 
Sosial sebagai penengah suatu 
masalah yang dihadapi leh anak. 
Peran broker dengan 
menghubungkan anak binaan ke 
orang-orang atau lembaga-lembaga 
lain sesuai dengan kebutuhan anak. 
Peran pendidik atau pembimbing, 
dengan memberikan bimbingan 
etika maupun mental didalam 
program FDS dan CDS. Peran 
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motivator, dengan memberikan 
semangat kepada anak binaan. 
Peran fasilitator, dengan membantu 
atau memfasilitasi untuk perubahan 
anak binaan menjadi lebih baik. 
Peran pembela, dengan membantu 
anak binaan untuk mendapatkan 
hak-haknya. Dan yang terakhir 
adalah peran evaluator, dengan 
memberikan penilaian terhadap  
Persamaan 
Penelitian 
Membahas tentang peran 
Pekerja Sosial 
Membahas tentang peran Pekerja 




Penelitian tersebut hanya 
berfokus kepada peran 
Pekerja Sosial secara 
personal dikarenakan 
penelitianya berdasarkan 
Surat Putusan Pengadilan 
berdasarkan satu pokok 
perkara. 
Perbedaan penelitian yang 
dilakukan oleh Marsono adalah 
Peran Pekerja Sosial secara umum 
dilembaga Sanggar Pengayoman 
sehingga peneliti tersebut lebih 
terfokus pada pendidikan dan 
penyaluran pendidikan terhadap 
anak berhadapan dengan hukum 
guna mengurangi jumlah ABH. 
 
